TINJAUAN HUKKUM ISLAM TENTANG JUAL BELI

BARANG RETUR OLEH kARYAWAN by RIA NOVITA SARI, SAR
 
 
TINJAUAN HUKKUM ISLAM TENTANG JUAL BELI 
BARANG RETUR OLEH kARYAWAN 
 (Studi di Brand Tomkis Ramayana Prime) 
 
SKRIPSI  
Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat 
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 dalam  Ilmu Syari’ah 
 
 
Oleh :  














FAKULTAS SYARIAH   
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1441 H/2020 M 
 
 
TINJAUAN HUKKUM ISLAM TENTANG JUAL BELI 
BARANG RETUR OLEH kARYAWAN 
 (Studi di Brand Tomkis Ramayana Prime) 
 
SKRIPSI  
Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat 
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 dalam  Ilmu Syari’ah 
 
 
Oleh :  




Program Studi: Hukum Ekonomi Syari’ah (Muamalah) 
 
Pembimbing I : Dr. Erina Pane, S. H., M. Hum. 





FAKULTAS SYARIAH   
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  






Manusia merupakan makhluk sosial yang hidup  saling berdampingan dan 
membutuhkan satu sama lain dalam rangka memenuhi kebutuhan. Salah satu 
bentuk muamalah untuk memenuhi kebutuhan adalah jual beli. Jual beli dapat 
dikatakan sah atau tidaknya tergantung dari terpenuhinya rukun-rukun dan syarat 
akad, sebagaimana yang terjadi dalam praktik jual beli sepatu retur oleh karyawan 
di brand Tomkins Ramayana Prime. Dalam praktik jual beli di brand Tomkins 
supliyer mengirim sepatu kepada karyawan dengan jumlah yang sangat banyak, 
akan tetapi para karyawan yang bekerja pada brand Tomkins tersebut tidak teliti 
dengan barang yang datang dari supliyer, karena terdapat barang yang tidak sesuai 
atau ada sepatu yang berbeda ukuran. ada juga sepatu yang hanya satu pasang 
isinya kanan semua itu menjadi tangungjawab karyawan untuk membeli barang 
rusak tersebut padahal dalam kontrak kerjanya di saat karyawan menemukan 
barang rusak harus diretur tetapi pada kenyataannya barang rusak tersebut tidak di 
retur melainkan karyawan yang bekerja di brand tersebut diharuskan membeli 
barang retur tersebut. Melihat permasalahan tersebut, penulis merumuskan 
masalah sebagai berikut: 1). Bagaimana praktik jual beli barang retur oleh 
karyawan di Brand Tomkins Ramayana Prime? 2). Bagaimana tinjauan hukum 
Islam terhadap jual-beli barang retur oleh karyawan di Brand Tomkins Ramayana 
Prime? Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik jual-
beli barang retur oleh karyawan di Brand Tomkins Ramayana Prime serta untuk 
mengetahui Tinjauan Hukum Islam terhadap praktik jual-beli barang retur oleh 
karyawan di Brand Tomkins Ramayana Prime. Metode penelitian yang digunakan 
merupakan metode kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field research). 
Pada penelitian ini data primer diperoleh melalui wawancara dengan 1 orang 
supliyer dan 2 orang karyawan di Brand Tomkins. Teknik pengumpulan data yang 
digunakan yaitu melalui wawancara dan dokumentasi. Setelah data terkumpul, 
penulis melakukan pengolahan data secara editing dan sistematik serta dianalisa 
menggunakan pemikiran induktif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan 
bahwa jual beli sepatu retur pada Brand Tomkins  apabila terdapat sepatu retur 
yang ditemukan maka karyawan harus membeli sepatu tersebut walaupun kualitas 
sepatu mengalami kerusakan seperti adanya ketidaksesuaian ukuran dan 
pasangannya. Jual beli sepatu pada brand Tomkins Ramayan Prime tidak sesuai 
dengan Hukum Islam karena jual beli retur tersebut termasuk kedalam jual beli 
tidak sah (ghairu shahih) yaitu syarat objek dalam jual beli tidak terpenuhi dan 







                        
                           
Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan 
harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan 
yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah 
kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang 
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A. Penegasan Judul 
Untuk menghindari kesalahan dalam memahami judul skripsi maka 
akan diuraikan secara singkat kata kunci yang terdapat di dalam judul 
skripsi Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Barang Retur Oleh 
Karyawan Studi di Brand Tomkins Ramayana Prime. Adapun istilah-
istilah tersebut adalah sebagai berikut : 
1. Tinjauan 
Tinjauan adalah hasil meninjau, pandangan, pendapat (sesudah 
menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya.).
1
 
2. Hukum Islam 
Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah 
dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui 
dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama 
Islam. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa hukum Islam adalah 
hukum yang berdasarkan wahyu Allah. Dengan demikian  hukum 
Islam menurut ta‟rif ini mencakup hukum syara’ dan juga mencakup 
hukum fiqh, karena arti syara’ dan fiqh terkandung di dalamnya.
2
 
Hukum Islam mengacu pada pandangan hukum yang bersifat teologis. 
Artinya hukum Islam diciptakan karena ia mempunyai tujuan. Tujuan 
                                                             
1
Meity Taqdir Qodratilah, Kamus Bahasa Indonesia Untuk pelajar,Cet. Ke-1, (Jakarta: 
Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa,Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, 2011), h. 
560. 
2




dari adanya hukum Islam adalah terciptanya kedamaian di dunia dan 
kebahagiaan di akhirat. Inilah yang membedakannya dengan hukum 
manusia yang menghendaki kedamaian dunia saja.
3
 
3. Jual Beli 
Menurut ulama Hanafiyah Jual Beli adalah pertukaran harta (benda) 
dengan harta berdasarkan cara khusus (yang dibolehkan).
4
 Dari 
definisi diatas dapat disimpulkan bahwa inti dari jual beli ialah suatu 
perjanjian tukar menukar benda atau barang dengan uang dengan jalan 
melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling 




4. Barang Retur ( barang yang dikembalikan) 
Barang retur merupakan pengembalian barang dari pihak pembeli 
kepada pihak penjual yang diakibatkan oleh barang yang telah dikirim 





Karyawan dalah orang yang bekerja pada suatu lembaga kantor atau 
perusaahan dan sebagainya dengan mendapatkan gaji.
7
 
                                                             
3
Muhammad Syukri Albani, Filsafat Hukum Islam, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 57. 
4
Rachmat Syafei, Fiqh Muamalah, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 73. 
5
Kumedi Ja’far,Hukum Perdata Islam, (Bandar Lampung: Permatanet Publishing, 2016), 
h.103. 
 6Apa Itu Retur Pembelian dan Penjualan” (On-line), tersedia di: https:// ukirama.com (30 
july 2018).  
7
Meity Taqdir Qodratilah, Kamus Bahasa Indonesia Untuk pelajar, Cet. Ke-1, (Jakarta: 





 Berdasarkan penjelasan diatas dapat ditegaskan bahwa judul 
skripsi ini adalah. Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Barang Retur 
Oleh Karyawan di Brand Tomkins Ramayana Prime. Jual beli yang 
dilaksanakan dalam judul ini merupakan jual beli sepatu retur yang 
dilaksanakan oleh supliyer dan karyawan. 
B. Alasan Memilih Judul 
 Beberapa alasan yang mendasari penelitian sehingga terdorong 
untuk membahas dan meneliti ini dalam bentuk skripsi sebagai berikut: 
1. Alasan Objektif 
a. Terjadinya praktik penjualan barang retur oleh karyawan, ditinjau 
dengan hukum Islam mengenai cara dan kelayakan sistem 
penjualan tersebut tanpa menimbulkan kerugian Karyawan. 
b. Sedikit penjual  yang peduli dan memahami tentang praktik jual 
beli barang returyang sesuai dengan hukum Islam. 
2. Alasan Subjektif 
Penelitian ini dibahas dalam kajian yang sesuai dengan jurusan yang 
sedang penulis tekuni yaitu Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah). 
C. Latar Belakang Masalah  
Dalam hubungannya dengan orang lain, manusia memerlukan 
tatanan hidup yang mengatur, memelihara dan mengayomi hubungan 
antara hak dan kewajiban antara sesama manusia. Manusia sebagai 
makhluk sosial tidak terpisahkan dari kegiatan muamalah. Muamalah 





dapat diartikan sebagai aturan hukum Allah untuk mengatur manusia 
dalam kaitannya dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial. Masalah 
muamalah berarti membicarakan hubungan manusia dengan manusia 
seperti halnya dalam kegiatan jual beli. Jual beli berfungsi sebagai salah 
satu bentuk muamalah yang mempunyai dasar hukum yang jelas baik 
dalam Al-Qur’an, Sunnah maupun Ijma’.  
 Jual beli adalah kontrak yang dibuat berdasarkan pernyataan (ijab) 
dan penerimaan (kabul) yang dinyatakan dengan jelas baik dengan lisan 
maupun yang lainnya yang bermakna sama. Pernyataan itu dapat dibuat 
secara personal maupun melalui surat atau berita. Penerimaan dapat 
ditunda hingga selesainya pertemuan. Penawaran yang dilakukan oleh 
pembeli tidak dapat dibatasi oleh penjual maupun terhadap bagian tertentu 
dari barang objek jual beli. Penyimpangan kecil dari ijab maupun kabul 
akan menyebabkan jual beli itu tidak lengkap. Jika kabul tidak dilakukan 
pada waktu yang telah disepakati, maka ijab menjadi batal dan hilang. 




 Masalah muamalah senantiasa terus berkembang, tetapi perlu 
diperhatikan agar perkembangan tersebut tidak menimbulkan kesulitan-
kesulitan hidup pada pihak lain. Salah satu bentuk perwujudan muamalah 
yang disyariatkan oleh Allah adalah jual-beli, hal ini ditegaskan dalam 
firman Allah swt. Dalam Q.S An-Nisaa ayat 29 : 
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Muhammad Syarif Chaudhry, Sistem Ekonomi Islam, Cet. Ke-2, (Jakarta: Kencana 




                        
                          
Artinya: “wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu 
 saling memakan harta sesamamu dengan cara yang bati, kecuali 
 dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di 
 antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, 




 Berdasarkan keterangan ayat diatas memberikan pelajaran tentang 
disyariatkannya jual beli pada hambanya. Pada dasarnya jual beli itu selalu 
sah apabila dilakukan atas dasar suka sama suka di antara kedua belah 
pihak, adapun asas suka sama suka ini menyatakan bahwa setiap bentuk 
muamalah ada kerelaan antara individu maupun antara para pihak harus 
berdasarkan kerelaan masing-masing maupun kerelaan dalam arti 
menerima atau menyerahkan harta yang dijadikan objek perikatan atau 
muamalah lainnya. 
 Dalam jual beli tidak diperbolehkan ada unsur kecurangan, baik 
dari penjual maupun pembeli, serta harus memenuhi rukun dan syarat jual 
beli. Rukun bisnis Islam ada tiga macam, yaitu al-„Aqid (Orang yang 
melakukan transaksi sebagai penjual dan pembeli), al-„Aqad (transaksi), 
dan al-Ma‟qud Alaih (objek transaksi yang mencakup barang atau uang). 
Ketiga rukun ini dapat diuraikan lagi dalam enam rukun, yaitu: penjual, 
pembeli, akad penetapan, akad penerimaan, objek, dan harga. Sedangkan 
syaratnya ialah, objek bisnis harus terwujud, termiliki, bisa 
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diserahterimakan, bermanfaat, halal, sifatnya jelas, sifatnya bisa diketahui, 
dan harganya jelas, bagi pelaku bisnis yakni disyaratkan dewasa, merdeka, 
berakal normal, dan untuk transaksinya disyaratkan jelas dipahami, 
kesepakatan, dan seketika. Masing-masing dari rukun dan syarat tersebut 
harus terpenuhi. Bila syarat tidak terpenuhi maka jual beli akan batal
10
 Seperti halnya transaksi jual beli barang retur yang di lakukan oleh 
supliyer brand Tomkins di Ramayan Prime, brand Tomkins ini menjual 
berbagai macam sepatu. Dalam praktiknya brand Tomkins mengirim 
barang kepada supliyer dengan jumlah yang sangat banyak tetapi dengan 
tidak telitinya para karyawan yang bekerja pada brand Tomkins tersebut 
dengan adanya barang retur yang ada di kotak sepatu, seperti adanya 
sepatu yang tidak sesuai ukuran pasangannya, ada juga sepatu yang satu 
pasang isinya kanan semua itu menjadi tangung jawab karyawan untuk 
membeli barang rusak tersebut padahal dalam kontrak kerjanya di saat 
karyawan  menemukan barang rusak harus di retur, tetapi pada kenyataan 
nya barang rusak tersebut bukannya di retur melainkan karyawan nya 
untuk membeli barang retur tersebut. Dan karyawan saat melakukan akad 
dalam keadaan terpaksa. 
 Pihak supliyer memberikan harga awal kepada brand sepatu 
Tomkins dengan harga Rp 300.000,- (tiga Ratus Ribu Rupiah) sampai 
dengan harga Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) sedangkan untuk 
                                                             




barang  yang rusak karyawan membeli dengan harga Rp. 70.000,- (Tujuh 
Puluh Ribu Rupiah).  
 Berdasarkan keterangandi atas penulis menganggap masalah ini 
perlu untuk diadakan penelitian pembahasan yang lebih jelas mengenai 
sistem jual beli barang retur oleh karyawan, dan bagaimana Hukum Islam 
menyikapi dengan prosedur  yang berlaku, juga untuk dapat memberikan 
pemahaman serta membantu karyawan maupun supliyer untuk memahami 
bagaimana jual beli sistem retur ini dalam praktik penjualan barang retur 
oleh karyawan menurut Hukum Islam. 
D. Fokus Penelitian. 
Berdasarkan hasil studi pendahuluan yang tertuang dalam latar belakang 
masalah diatas, maka fokus penelitian penulis adalah jual beli barang retur 
oleh karyawan di Brand Tomkins Ramayana Prime. 
E. Rumusan Masalah 
Berdasarkan dari latar belakang, maka penulis dapat menyimpulkan 
rumusan masalah sebagai berikut: 
1. Bagaimana praktik jual beli barang retur oleh karyawan di Brand 
Tomkins RamayanaPrime? 
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jual-beli barang retur oleh 
karyawan di Brand Tomkins Ramayana Prime? 
F. Tujuan  Penelitian 




a. Untuk mengetahui praktik jual-beli barang retur oleh karyawan di 
Brand Tomkins Ramayana Prime. 
b. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam terhadap praktik jual-beli 
barang retur oleh karyawan di Brand Tomkins Ramayana Prime. 
G. Signifikasi Masalah 
a. Secara teoritis berguna sebagai upaya menambah wawasan ilmu 
pengetahuan bagi penulis, serta dapat dijadikan rujukan bagi penulis 
berikutnya,dan dapat memberikan pemahaman kepada karyawan dan 
supliyer khususnya dalam praktik penjualan barang retur oleh 
karyawan menurut hukum Islam. 
b. Secara praktis penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat tugas 
akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah 
UIN Raden Intan Lampung 
H. Metode Penelitian 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan metode 
kualitatif. Alasannya karena penelitian kualitatif adalah penelitian tentang 
riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis, serta 
proses dan makna lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. 
Penggunaan metode tersebut akan disebutkan sebagai berikut: 
1. Jenis dan Sifat Penelitian 
a. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian lapangan 




dilapangan atau langsung kepada responden.
11
 Penelitian lapangan 
untuk memperoleh data atau informasisebagai pendukung 
penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (library 
research) yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan literatur 
kepustakaan dengan menggunakan referensi yang ada di 
perpustakaan yang berhubungan dengan masalah yang ingin 




b. Sifat Penelitian 
Penelitian ini bersifat deskriptif analisis secara bertahap dan 
berlapis dengan kualitatif, bersifat deskriptif adalah penelitian yang 
bertujuan menyelidiki keadaan atau hal lain yang sudah 
disebutkan, yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan 
penelitian. Mencatat, menganalisis, dan menginterprestasikan 
kondisi-kondisi yang saat ini terjadi.
13
Penelitian ini yang 
menjelaskan atau menggambarkan secara tepat mengenai sifat 
suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu dalam 
proses penyederhanaan data penelitian yang amat besar jumlahnya 
menjadi informasi yang lebih sederhana agar mudah dipahami 
dengan apa adanya yang terjadi di lapangan. 
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Susiadi, Metode Penelitian, (Lampung; Pusat Penelitian dan Penertiban LP2M Institut 
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Ibid., h. 10. 
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2. Sumber Data Penelitian 
 Fokus penelitian ini lebih pada persoalan penentuan hukum dari 
jual beli barang retur (barang yang dikembalikan) oleh karyawan. Oleh 
karena itu sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, adalah 
sebagai berikut: 
a. Data Primer 
Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber 
pertama (biasanya dapat melalui wawancara, angketdan lain-
lain).
14
 Dalam halini data primer diperoleh dari pihak-pihak yang 
terkait dalam pelaksanaan praktik jual beli barang retur oleh 
karyawan di Brand Tomkins Ramayana Prime. 
b. Data Sekunder 
Data sekunder adalah data yang tidak langsung memberikan data 
kepada pengumpul data. Data sekuder yang diperoleh peneliti dari 
buku-buku yang membicarakan topik yang berhubungan langsung 
maupun tidak langsung dengan judul dan pokok bahasan kajian ini 
akan tetapi mempunyai relevansi dengan permasalahan yang akan 
dikaji.
15
Sumber data sekunder yang dipakai oleh penulis adalah 
beberapa sumber yang relevan dengan penelitian yang penulis 
lakukan, antara lain: Al-Qur’an, hadits, buku, kitab-kitab fiqih, 
Skripsi, dan literatur-literatur lainnya yang mendukung. 
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Sedarmayanti, Syarifudin Hidayat, Metodelogi Penelitian, (Bandung: Mandar Maju, 
2002), h. 73. 
15






Pada penelitian ini yang menjadi informan adalah supliyer dan 
karyawan yang melakukan transaksi jual beli barang retur di brand 
Tomkins Ramayana Prime Bandar Lampung. Informan yang ada di 
dalam penelitian ini sebanyak 1 orang supliyer dan 2 orang 
karyawan. 
4. Metode Pengumpulan Data 
Dalam usaha pengumpulan data untuk penelitian ini, digunakan 
beberapa metode, yaitu: 
a. Wawancara 
Metode wawancara adalah teknik pengumpulan data untuk 
memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara 
mengajukan suatu pertanyaan langsung kepada pihak yang 
bersangkutan.
16
 Praktisnya penulis menyiapkan daftar pertanyaan 
untuk diajukan secara langsung kepada para pelaku jual beli barang 
retur oleh karyawan di Brand Tomkin Ramayana Prime 
c. Dokumentasi 
Studi dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak 
langsung ditunjukan pada subjek penelitian, namun melalui 
dokumen. Dokumen yang digunakan dapat berupa buku harian, 
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surat pribadi, laporan, notulen rapat, catatan kasus dalam pekerjaan 
sosial dan dokumen lainnya.
17
 
5. Metode Pengolahan Data 
Data yang telah terkumpul kemudian diolah, pengolahan data 
dilakukan dengan cara 
a. Pemeriksaan Data (Editing) 
Editing yaitu pemeriksaan kembali semua data yang diperoleh 
terutama dari kelengkapanya, kejelasan makna, kesesuaian serta 
relevansinya dengan data lain. 
b. Sistematisasi data (systematizing) 
Sistematika data yaitu menempatkan data menurut kerangka 
sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.  
6. Analisa Data 
Setelah data terkumpul, selanjutnya data tersebut akan dianalisis 
dengan menggunakan kualitatif melalui cara berfikir Induktif. Metode 
induktif yaitu dari fakta-fakta yang sifatnya khusus atau peristiwa-
peristiwa yang konkrit, kemudian dari  fakta tersebut ditarik 
kesimpulan yang bersifat umum.
18
 Metode ini digunakan dalam 
membuat kesimpulan tentang berbagai hal yang berkaitan dengan jual 
beli barang retur oleh karyawan di Brand Tomkin Ramayana  Prime. 
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A. Landasan Teori 
1. Akad 
a. Pengertian Akad 
 Lafal akad berasal dari lafal arab al „aqd yang berarti perjanjian, 
perikatan dan pemufakatan.
1
Perkataan al „aqd mengacu terjadinya dua 
perjanjian atau lebih, maksudnya ialah seseorang yang mengadakan 
sebuah perjanjian yang kemudian ada orang lain yang menyetujui janji 
tersebut serta menyatakan pula suatu janji yang berhubungan dengan 




 Menurut bahasa, akad ialah Ar-rabbth (ikatan), mempunyai dua 
pengertian yaitu merupakan makna asal akad yang berarti menguatkan, 
mengikat, serta kebalikannya yang berarti melepaskan,
3
 akad juga 
berasal dari bahasa arab yang artinya mengikat, menetapkan dan 
membangun. Kata akad kemudian diserap kedalam bahasa Indonesia 
yang berarti janji, perjanjian kontrak.
4
 Mempunyai makna tali yang 
mengikat kedua pihak,  
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Nasrun Harun, Fiqih Muamalah , (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 97. 
 
2
Sholikul Hadi, Fiqh Muamalah, (Kudus: Nora Interprise, 2011), h. 45. 
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Enang Hidayat, Transaksi Ekonomi Syariah, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2016), h. 1. 
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 Sedangkan menurut istilah yakni terdapat definisi beragam, 
diantaranya: 
1) Yang dikemukakan oleh Ibnu „Abidin dalam kitabnya Radd 
alMukhtar „ala ad-Dur al-Mukhtar yang dikutib oleh Nasrun 
Haroen. Definisi akad yakni: Pertalian ijab (pernyataan 
melakukan ikatan) dan qabul (pernyataan penerimaan ikatan) 




2) Definisi yang dikemukakan oleh wahbahal Juhaili dalam 




ٍَ أَْطـَراِف انشَّئِ ان ٌَ َرْبـط َرْبطُ بَْي َسـَىاٌء َكب  
Artinya : “Ikatan antara dua perkara, baik ikatan secara nyata 
maupun ikatan secara maknawi, dari satu segi maupun dari 
dua segi”. 
3) Definisi yang dikemukakan oleh „Abdul Rahman bin „Aid 
dalam karya ilmiahnya „Aqad al-Muqawalah yakni :
7
 
ـَحماِ   ًَ ٍّ َيْشُرْوٍع يَْظـهَُر أَثََرُِ فِي اْن ْرتِبَبطٌ إِْيـَجبٌة بِقَبُْىنـٍ َػهَي َوْج  
                                                             
 5 Nasrun Haroen, Fiqh Mu‟amalah, cet. III (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hal. 97.  
 
6
 Rachmat Syafei, Fiqih Muamalah, cet. III (Bandung: Pustaka Setia, 2006), hal. 43. 
 
7
 Abd. Ar-Rahman bin „Aid, „Aqad al-Muqawalah, cet. I (Riyad: Maktabah al-Mulk, 




Artinya: “Pertalian ijab dan qabul sesuai dengan kehendak 
syariat pada segi yang tampak dan berdampak pada 
objeknya”. 
4) Menurut Hasbi As-Siddieqy definisi akad ialah : perikatan 
antara ijab dengan qabul secara yang dibenarkan syara‟ yang 
menetapkan keridlaan kedua belah pihak.
8
 
 Dari definisi-definisi akad tersebut di atas dapat diketahui 
bahwa akad tersebut meliputi subyek atau pihak-pihak, obyek dan 
ijab qabul. Akad juga memiliki dua makna, yaitu: 
1. Secara khusus akad adalah ijab dan qabul yang melahirkan hak 
dan tanggung jawab terhadap objek akad (ma-aqud‟alaih), ijab 
dalam definisi akad adalah ungkapan atau pernyataan kehendak 
melakukan perikatan (akad) oleh satu pihak, biasanya disebut 
dengan pihak pertama. Sedangkan qabul adalah pernyataan 
atau ungkapan yang menggambarkan kehendak pihak lain, 
biasa disebut pihak kedua, menerima atau menyetujui 
pernyataan ijab.
9
 Dengan demikian setiap pihak yang ingin 
mengikatkan diri dalam sebuah akad disebut dengan mujib dan 
pihak lain setelah ijab disebut qabul.
10
 Makna khusus ini yang 
dipilih oleh Hanafiyah, pada umumnya istilah akad berarti ijab 
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1984), hal. 21. 
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Ghufron Mas‟adi, Fiqh Muamalah Kontekstual, (Jakarta: Raja Grafindo, 2002), h. 76-77. 
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2. Secara umum akad adalah setiap perilaku yang melahirkan atau 
mengalihkan atau mengubah atau mengakhiri hak, baik itu 
bersumber dari satu pihak ataupun dua pihak, atau juga bisa 




  Definisi di atas ialah menurut Malikiyah, Syafi‟iyah, 




 Dalam istilah fiqih, akad berarti suatu yang menjadi tekat 
seseorang untuk melaksanakan baik yang muncul dari satu pihak 
seperti wakaf, talak, dan sumpah, maupun yang muncul dari dua 
pihak, seperti jual beli, sewa, wakalah, dan gadai.
14
 
 Sedangkan menurut para ahli seperti Muhammad Aziz 
Hakim, akad yaitu gabungan atau pernyataan dari penawaran dan 
penerimaan yang sah sesuai dengan hukum Islam.
15
 Menurut 
Zainal Abdulhaq, akad yaitu membuat suatu ikatan atau 




 12Muhamad Firdaus, Cara Mudah Memahami Akad-Akad Syari‟ah, (Jakarta: Ganesha 
Press, 2000), h. 154. 
  
13
Abdur Rohman, “Analisis Penerapan Akad Ju‟alah dalam Multilevel Marketing” Al-
Adalah, Vol. XII No. 2 h. 180. (On-Line) tersedia di: https://doi.org/10.24042/adalah.v13i2.1856 
(2 Agustus 2019), dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. 
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Muhammad Aziz Hakim, Cara Praktis Memahami Transaksi dalam Islam, (Jakarta: 




kesepakatan antara pihak pertama dengan pihak kedua terhadap 




 Berdasarkan makna akad sebagaimana mestinya, maka jual 
beli, sewa menyewa dan semua akad muawadhah lainnya serta 
nikah juga dinamakan dengan akad, karena setiap pihak 
berkomitmen serta memiliki tanggung jawab serta mempunyai hak 
dan kewajibannya dari akad yang telah terjalin.
17
 
b. Dasar Hukum Akad 
  Akad memiliki dasar hukum berdasarkan firman Allah SWT QS. 
Al Maa‟idah (5) ayat (1): 
                           
                          
 Artinya:“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad 
itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan 
dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak 
menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. 
Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang 
dikehendaki-Nya”. 
   
  Dasar Hukum yang kedua juga berdasarkan firman Allah SWT QS. 
Ali- „Imran (3) ayat (76): 
                      
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Artinya: “Bukan demikian, sebenarnya siapa yang menepati janji 
(yang dibuat)nya dan bertakwa. Maka Sesungguhnya Allah 
menyukai orang-orang yang bertakwa”. 
     Berdasarkan ayat di atas dapat dipahami bahwa melakukan isi 
perjanjian atau akad itu hukumnya wajib dan janji yang telah dibuat 
seseorang baik terhadap manusia maupun terhadap Allah SWT harus 
ditepati sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dan tidak 
diperkenankan untuk melanggar janji yang telah disepakati. 
c. Rukun dan Syarat Akad 
1) Rukun Akad 
  Dalam pengertian fuqaha‟ rukun adalah asas, sendi atau 
tiang yaitu sesuatu yang menentukan sah (apabila dilakukan) dan 
tidaknya (apabila ditinggalkan) suatu pekerjaan tertentu dan 
sesuatu itu termasuk di dalam pekerjan itu. Setelah diketahui bahwa 
akad merupakan suatu perbuatan yang sengaja dibuat oleh dua 
orang atau lebih berdasarkan keridhaan masing-masing, maka 




Rukun-rukun akad ialah sebagai berikut: 
a) Aqid 
  Aqid ialah orang yang berakad, terkadang masing-masing 
pihak terdiri dari satu orang, terkadang terdiri dari beberapa 
                                                             
 
18




orang, misalnya penjual dan pembeli beras dipasar biasanya 
masing-masing pihak satu orang, ahli waris sepakat untuk 
memberikan sesuatu kepada pihak yang lain yang terdiri dari 
beberapa orang. Seseorang yang berakad terkadang orang yang 




b) Ma‟qud „Alaih 
 Ma‟qud „alaih ialah setiap benda yang menjadi objek akad, 
seperti benda-benda yang dijual dalam akad jual beli, benda 
dalam akad hibah, benda dalam akad gadai dan utang yang 




(1) Objek akad harus ada ketika akad sedang berlangsung, atau 
ada di tempat, tetapi pihak penjual menyatakan 
kesanggupannya untuk mengadakan barang itu. 
(2) Objek akad termasuk barang yang diperbolehkan. 
(3) Objek akad harus jelas kelihatan sehingga tidak 
menimbulkan kesamaran dan penipuan serta perselisihan di 
kemudian hari, baik sifat, warna, bentuk maupun 
kualitasnya. 
(4) Objek akad dapat diserahterimakan atau ditunda sesuai 
dengan kesepakatan. 
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(5) Objek akad dimiliki penuh oleh pemiliknya. 
c) Maudhu‟ al‟Aqd 
 Maudhu‟ al‟Aqd adalah tujuan atau maksud mengadakan 
akad. Berbeda akad maka berbedalah tujuan pokok akad. 
Dalam akad jual beli tujuan pokoknya ialah memindahkan 
barang dari penjual kepada pembeli dengan diberi ganti.
21
  
d) Sighat al „Aqd 
 Sighat al „Aqd yaitu ijab qabul. Ijab adalah ungkapan yang 
pertama kali dilontarkan oleh salah satu dari pihak yang akan 
melakukan akad sedangkan qabul adalah pernyataan pihak 
kedua untuk menerimanya. Pengertian ijab qabul dalam 
pengalaman dewasa ini ialah bertukarnya sesuatu dengan yang 
lain sehingga penjual dan pembeli dalam membeli sesuatu 
terkadang tidak berhadapan atau ungkapan yang menunjukkan 
kesepakatan dua pihak yang melakukan akad, misalnya yang 
berlangganan majalah, pembeli mengirim uang melalui pos 




 Dalam ijab qabul terdapat beberapa syarat yang harus di 
penuhi, ulama fiqh menuliskannya sebagai sebagai berikut.
23
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(1) Adanya kejelasan maksud antara kedua belah pihak, 
misalnya: aku serahkan benda ini kepadamu sebagai hadiah 
atau pemberian. 
(2) Adanya kesesuaian antara ijab dan qabul. 
(3) Adanya satu majlis akad dan adanya kesepakatan antara 
kedua belah pihak, tidak menunjukkan penolakan dan 
pembatalan dari keduanya. 
(4) Menggambarkan kesungguhan kemauan dari pihak-pihak 
yang bersangkutan, tidak terpaksa, dan tidak karena di 
ancam atau di takut-takuti oleh orang lain karena dalam 
tijarah (jual beli) harus saling merelakan”. 




(1) Dengan cara tulisan atau kitabah, misalnya dua aqid 
berjauhan tempatnya maka ijab qabul boleh dengan 
kitabah atau tulisan. 
(2) Isyarat, bagi orang tertentu akad atau ijab qabul tidak 
dapat di laksanakan dengan tulisan maupun lisan, misalnya 
pada orang bisu yang tidak bisa baca maupun tulis, maka 
orang tersebut akad dengan isyarat. 
(3) Perbuatan, cara lain untuk membentuk akad dengan cara 
perbuatan. Misalnya seorang pembeli menyerahkan 







sejumlah uang tertentu, kemudian penjual menyerahkan 
barang yang di belinya. 
(4) Lisan al-Hal. Menurut sebagian ulama, apabila seseorang 
meninggalkan barang-barang di hadapan orang lain, 
kemudian dia pergi dan orang yang di tinggali barang-
barang itu berdiam diri saja, hal itu di pandang telah ada 
akad ida‟ (titipan). 
2) Syarat Akad 
  Syarat adalah sesuatu yang kepadanya tergantung sesuatu 
yang lain, dan sesuatu itu keluar dari hakikat sesuatu yang lain. 
Syarat-syarat terjadinya akad merupakan syarat yang melekat pada 
unsur-unsur pembentuk terjadinya sebuah akad yang ditentukan 
syara‟ yang wajib disempurnakan.
25
 
  Syarat akad secara luas dibagi menjadi dua, yang pertama 
syarat-syarat yang bersifat umum, yaitu syarat yang wajib 
sempurna wujudnya dalam berbagai akad. Yang kedua adalah 
syarat yang bersifat khusus yaitu syarat-syarat yang wujudnya 
wajib ada dalam sebagian akad. Syarat khusus ini juga bisa disebut 
dengan syarat idhafi (tambahan) yang harus ada disamping syarat-
syarat yang umum, seperti syarat adanya saksi dalam pernikahan.
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  Berikut syarat-syarat akad baik yang bersifat umum 
ataupun khusus: 
a) Syarat-syarat yang bersifat umum diantaranya:27 
(1) Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak (ahli). 
Tidak sah akad orang yang tidak cakap bertindak, seperti 
orang gila, orang yang berada di bawah pengampunan 
(mahjur), dan karena boros. 
(2) Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumnya. 
(3) Akad itu diizinkan oleh syara‟, dilakukan oleh orang yang 
mempunyai hak melakukannya, walaupun dia bukan aqid 
yang memiliki barang. 
(4) Janganlah akad itu akad yang dilarang oleh syara‟, seperti 
jual beli mulamasah (saling merasakan). 
(5) Akad dapat memberikan faedah, sehingga tidaklah sah bila 
rahn (gadai) dianggap sebagai imbalan amanah 
(kepercayaan). 
(6) Ijab itu berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadi qabul. 
Maka apabila orang yang berijab menarik kembali ijabnya 
sebelum qabul maka batallah ijabnya. 
(7) Ijab dan qabul mesti bersambung, sehingga bila seseorang 
yang berijab telah berpisah sebelum adanya qabul, maka ijab 
tersebut menjadi batal. 
                                                             




b) Syarat-syarat yang bersifat khusus diantaranya:28 
(1) Syarat ta‟liqiyah adalah syarat yang harus disertakan ketika 
akad berlangsung, bila syarat itu tidak ada maka akad pun 
tidak terjadi. Misal, penjualan tanah berlaku jika disetujui 
oleh orang tuanya. 
(2) Syarat taqyid adalah syarat yang belum dipenuhi namun 
akad telah terjadi dengan sempurna dan hanya dibebankan 
oleh salah satu pihak. Misal jual beli mobil dengan ongkos 
kirim kerumah pembeli dibebankan kepada penjual. 
(3) Syarat idhafah adalah syarat yang sifatnya menangguhkan 
pelaksanaan akad. Contoh ketika menyewakan rumah dua 
bulan yang akan datang. 
          Beberapa unsur akad yang kemudian dikenal sebagai rukun 
akad memerlukan syarat agar dapat terbentuk dan mengikat antar 
pihak, diantaranya yaitu: 
a) Syarat terbentuknya akad 
      Dalam hukum Islam syarat terbentuknya akad dikenal 
dengan nama al-syuruth al-in‟iqad, syarat ini terkait dengan 
sesuatu yang harus dipenuhi oleh rukun-rukun akad, yaitu:
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(1) Pihak yang berakad (aqidain), disyaratkan tamyiz dan 
berbilang. 
                                                             







(2) Shighat akad (pernyataan dalam kehendak) adanya 
kesesuain ijab dan qabulnya dilakukan dalam suatu majlis 
akad. 
(3) Objek akad dapat diserahkan, dapat ditentukan dan dapat 
ditransaksikan (dapat dikuasai dan dimiliki). Jika ada suatu 
akad seperti jual beli tapi objek akad tidak bisa dikuasai 
seperti burung yang ada diudara atau ikan yang ada di laut 
maka akadnya tidak sah. 
(4) Tujuan akad tidak bertentangan dengan syari‟at Islam. 
b) Syarat keabsahan akad 
     Syarat keabsahan akad adalah syarat tambahan yang dapat 
mengabsahkan akad setelah syarat in‟iqad tersebut terpenuhi. 
Setelah rukun akad terpenuhi beserta beberapa persyaratannya 
yang menjadikan akad terbentuk, maka akad sudah terwujud. 
Akan tetapi ia belum dipandang sah jika tidak memenuhi syarat-
syarat tambahan yang terkait dengan rukun-rukun akad, yaitu:
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(1) Pernyataan kehendak harus dilakukan secara bebas, tanpa 
ada tekanan dari pihak-pihak tertentu. 
(2) Pernyataan akad tidak menimbulkan madharat. 
(3) Bebas dari gharar (tipuan). 
c) Syarat-syarat berlakunya akibat hukum (al-syurut annafadz) 
                                                             




     Syarat tersebut adalah syarat yang diperlukan bagi akad agar 




(1) Adanya kewenangan mutlak atas objek akad. 
(2) Adanya kewenangan atas tindakan hukum yang dilakukan. 
 
 
d) Syarat mengikat (al-syarth al-luzum) 
 Sebuah akad yang sudah memenuhi rukun-rukunnya dan 
beberapa macam syarat sebagaimana yang dijelaskan diatas, 
belum tentu membuat akad tersebut dapat mengikat pihak-pihak 




d. Macam-macam Akad 
 Akad terbagi menjadi bermacam-macam menurut sudut pandang 
yang berbeda. Ditinjau dari sudut pandangnya akad terbagi menjadi 
beberapa macam, yaitu: 
1) Akad ditinjau menurut sifatnya 
    Menurut sifatnya akad dinilai halal dan haram berdasarkan 
tuntutan syar‟i dan pelaku akad. Jika dilihat menurut sifatnya akad 
terbagi menjadi dua macam, yaitu: 
 










a) Akad Shahih,  
Akad Shahih adalah akad yang telah memenuhi rukun-rukun dan 
syarat-syaratnya. Hukum dari akad shahih ini adalah 
“berlakunya seluruh akibat hukum yang di timbulkan akad itu 
dan mengikat pada pihak-pihak yang berakad. Ulama Hanafiyah 
membagi akad shahih menjadi dua macam, yaitu:
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(1) Akad nafiz (sempurna untuk di laksanakan), adalah akad 
yang dilangsungkan dengan memenuhi rukun dan syaratnya 
dan tidak ada penghalang untuk melaksanakannya. 
(2) Akad mawquf, (tertangguhkan) adalah akad yang dilakukan 
seseorang yang cakap bertindak hukum, tetapi ia tidak 
memiliki kekuasaan untuk melangsungkan dan 
melaksanakan akad ini, seperti akad yang di langsungkan 
oleh anak kecil yang mumayyiz. 
b) Akad Ghairu Shahih 
     Akad yang ghairu shahih adalah akad yang terdapat 
kekurangan pada rukun atau syarat-syaratnya, sehingga seluruh 
akibat hukum akad itu tidak berlaku dan tidak mengikat pihak-
pihak yang berakad.
34
 Akad yang tidak shahih di bagi oleh 
ulama Hanafiyah dan Malikiyah menjadi dua macam, yaitu 
sebagai berikut: 
                                                             
 
33








(1) Akad Bathil 
Akad bathil adalah akad yang tidak memenuhi salah satu 
rukunnya atau ada larangan langsung dari syara‟. Misalnya, 
objek jual beli itu tidak jelas atau terdapat unsur tipuan, 
seperti menjual ikan dalam lautan, atau salah satu pihak 
yang berakad tidak cakap bertindak hukum. 
(2) Akad Fasid 
Akad fasid adalah akad yang pada dasarnya di syariatkan, 
akan tetapi sifat yang di akadkan itu tidak jelas. Misalnya, 
menjual rumah atau kendaraan yang tidak di tunjukkan tipe, 
jenis, dan bentuk rumah yang akan di jual, atau tidak di 
sebut brand kendaraan yang di jual, sehingga menimbulkan 
perselisihan antara penjual dan pembeli.
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(3) Akad yang mengikat (lazim) dan tidak mengikat (ghair 
lazim), akad yang mengikat adalah akad yang salah satu 
pelaku akadnya tidak memiliki hak fasakh (pembatalan) 
tanpa ada kerelaan pelaku akad lain. Akad bisa dibatalkan 
jika ada kesepakatan dari kedua belah pihak. Akad yang 
tidak mengikat adalah akad yang berdasarkan sifatnya bisa 
dibatalkan (fasakh) oleh salah satu pelaku akad.
36
 
                                                             
       
35
 Abdul Aziz Muhammad Azzam, Fiqh Muamalat (Jakarta: Amzah, 2010), h. 15. 
 
36
Abdul Karim Zaidan, Pengantar Studi Syari‟ah: Mengenal Syari‟ah Islam Lebih 




2) Akad ditinjau menurut kebersambungan hukumnya dengan sighat 
nya. 
  Hukum akad adalah dampak-dampak syar‟i yang 
ditimbulkan pada akad. Jika dilihat menurut kebersambungan 




a) Akad yang terlaksana seketika (munjiz) 
  Akad munjiz adalah akad yang sighat nya cukup untuk 
terlaksananya akad dan melahirkan dampak seketika. Dengan 
sekedar dijalankannya sighat yang sah oleh dua pelaku akad, 
maka telah sempurna, sehingga pembeli mempunyai barang yang 
dijual dan penjual memiliki harga. 
b) Akad yang disandarkan kepada waktu mendatang 
  Akad yang disandarkan kepada waktu mendatang adalah 
akad yang sighatnya menunjukkan pengadaan akad semenjak 
keluarnya sighat tersebut, namun dampaknya tidak mengikuti 
kecuali di waktu mendatang dan ditentukan oleh kedua pelaku 
akad. Dilihat dari bisa atau tidaknya akad menerima penyandaran, 
maka akad ini dibagi menjadi beberapa macam, yaitu:
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(1) Akad yang sesuai sifatnya tidak dapat dilaksanakan kecuali 
dengan disandarkan pada waktu mendatang seperti wasiat dan 
isha. 
(2) Akad yang tidak bisa disandarkan, seperti akad jual beli dan 
pembebasan utang. 
(3) Akad yang bisa disandarkan, adalah akad yang boleh 
dilaksanakan secara serta merta dan juga dilaksanakan kepada 
waktu mendatang seperti akad muzara‟ah dan ijarah. 
c) Akad-akad yang tergantung (muallaq) 
  Akad-akad yang tergantung adalah akad yang memerlukan 
syarat dan keberadaannya terkait dengan keberadaan sesuatu 
yang lain dan keberadaan akad tergantung adanya perkara di 
waktu mendatang. Dari sisi bisa atau tidaknya digantungkan, 
akad ini dibagi dalam beberapa macam, yaitu:
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(1) Akad yang tidak bisa digantungkan, adalah akad-akad 
pengalihan kepemilikan yang terjadi pada benda atau 
manfaat dengan adanya ganti atau tidak. Seperti akad jual 
beli, hibah dan ijarah. 
(2) Akad yang bisa digantungkan dengan setiap syarat. Akad ini 
boleh digantungkan sebab penggantungan pada bagian akad 
tidak mengakibatkan kerugian pada salah satu pelaku akad 
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dan karena sebagian akad, seperti akad cerai, wasiat dan 
wakalah. 
(3) Akad-akad yang tidak bisa digantungkan dan bisa 
digantungkan dengan setiap syarat, adalah akad yang bisa 
digantungkan namun dengan syarat yang sesuai dengan 
akad. Syarat yang sesuai adalah yang sesuai dengan tuntutan 
syari‟at atau urf, adalah antara syarat dan hal yang 
digantungkan menimbulkan sebab akibat yang sesuai dengan 
penggantungan tersebut, seperti akad kafalah dan hiwalah. 
3) Akad ditinjau menurut jenis dan dampaknya 
Setiap akad memiliki dampak tertentu yang mengikutinya. 
Dampak ini adalah tujuan pelaku akad dalam mengadakan sebuah 
akad. Tujuan dari adanya akad adakalanya memiliki tujuan lebih 
dari satu, sehingga memiliki lebih dari satu klasifikasi.
40
 Adapun 
klasifikasi akad tersebut yaitu:
41
 
a) Akad pengalihan kepemilikan (uqud at-tamlik), yaitu akad 
yang bertujuan mengalihkan kepemilikan barang atau manfaat 
dengan atau tanpa ganti, seperti akad jual beli, sewa dan 
muzara‟ah. 
b) Pengguguran (isqathat), yaitu akad yang dimaksudkan untuk 
menggugurkan hak manusia. Jika pengguguran tanpa disertai 
ganti disebut isqath mahdhah (pengguguran murni), dan jika 
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disertai ganti disebut isqath (pengguguran) yang dimaknai 
tukar menukar, seperti akad memerdekakan budak dan 
perceraian yang dilakukan oleh istri dengan membayar 
kompensasi dari cerainya. 
c) Akad penyerahan („uqud at-tafwidh wa ithlaq), yaitu akad yang 
memuat penyerahan kepada orang lain dan memberikan 
kuasanya untuk melakukan suatu pekerjaan yang tadinya 
terlarang sebelum penyerahan ini, seperti wakalah dan izin 
kepada anak kecil melakukan sebagian aktifitas jual beli. 
d) Akad pembatasan (taqdiyat), yaitu akad yang tasharufnya 
dimaksudkan untuk mencegah seseorang dari tasharruf yang 
sebelumnya dibolehkan baginya, seperti memberhentikan 
pengelola wakaf dan penerima wasiat. 
e) Akad pemberian kepercayaan („uqud at-tautsiqat), yaitu akad 
yang tujuannya adalah memberikan jaminan pada orang yang 
berutang atas utangnya dari orang yang berutang, seperti akad 
kafalah dan hiwalah. 
f) Akad syirkah („uqud asy-syirkah), yaitu akad yang bertujuan 
melakukan kerjasama dalam pekerjaan dan laba, seperti 
mudharabah dan muzara‟ah. 
g) Akad penjagaan („uqud al-hifzhi), yaitu akad yang bertujuan 




4) Akad dilihat dari segi dilarang atau tidaknya, yaitu:42 
a) Akad masyru‟ adalah akad yang dibenarkan oleh syara‟ untuk 
dibuat dan tidak ada larangan untuk menutupnya, seperti akad 
jual beli dan sewa-menyewa. 
b) Akad terlarang adalah akad yang dilarang oleh syara‟ untuk 
dibuat, seperti akad jual beli janin, akad donasi harta anak 
dibawah umur. 
5) Akad ditinjau dari segi ada atau tidaknya qismah (pembagian) 
a) Akad musammah adalah akad-akad yang telah ditetapkan syara‟ 




b) Akad ghairu musammah adalah akad-akad yang belum 
diberikan istilah-istilah dan belum ditetapkan hukumnya.
44
 
6) Akad dilihat dari segi tukar menukar hak, yaitu:45 
a) Akad mua‟awadhah, adalah akad-akad yang berlaku atas dasar 
timbal balik, seperti akad jual beli dan sewa menyewa. 
b) Akad tabarruat, adalah akad-akad berdasarkan pemberian dan 
pertolongan, seperti hibah dan pinjaman. 
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c) Akad yang mengandung tabarru‟ pada permulaan tetapi menjadi 
mu‟awadhah pada akhirnya, seperti kafalah (tanggungan), 
qardh. 
7) Akad dilihat dari segi dibayarkan ganti atau tidak, yaitu:46 
a) Akad dhaman, adalah barang tanggung jawab pihak kedua 
sesudah barang-barang itu diterimanya, seperti akad jual beli. 
b) Akad amanah, adalah tanggung jawab dipegang oleh yang 
punya atau bukan oleh yang memegang barang tersebut, seperti 
syirkah dan wakalah. 
c) Akad yang dipengaruhi beberapa unsur, dari satu segi 
mengharuskan dhaman, dari segi yang lain merupakan amanah, 
seperti ijarah dan rahn. 
2. Pengertian Jual Beli  
 
a. Jual Beli 
 Jual beli dalam bahasa arab berasal dari kata(انبيغ) yang artinya 
menjual, mengganti dan menukar (sesuatu dengan sesuatu yang lain). 
Kata ( انبيغ) dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian 
lawannya, yaitu kata: اشراء dengan demikian kata ( انبيغ) berarti kata 
jual dan sekaligus berarti kata beli.
47
 
Menurut bahasa (etimologi), jual beli berarti: 
ٌٍ َشْرِػي       َؼب َوَصٍت بِبْر ًُ ٍ َيهِيٍَّت بِ هِْيُك َػْي ًْ  تَ
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Artinya: Pemilikan harta benda dengan jalan tukar menukar yang 
sesuai dengan aturan syara 
 
 Kata lain dari jual beli (al-Bai‟) adalah al-Tijarah yang berarti 
perdagangan.
48
 Hal ini sebagaimana firman Allah swt: 
ٍْ تَبُْىر                                                                           ٌَ تَِجبَرةً نَ  يَْرُجْى
Artinya: mereka itu mengharapkan tijarah (perdagangan) yang tidak 
akan rugi( Q. S. Fathir ayat 29).
49
 




a. Menurut Ulama Hanafiah, jual beli adalah: 
 ُمَباَدَلُة َمال  ِبَمال   َعَلى َوْجِه َمْخُصْوص  
 Artinya: “Pertukaran harta (benda) dengan harta (yang lain) 
berdasarkan cara khusus (yang dibolehkan)”.
51
  
b. Menurut Imam Nawawi, jual beli adalah: 
بلٍ  َتْملِْيًكا  ًَ  ُيقَب بَبنَتُ َيبٍل بِ 
 Artinya: “Pertukaran barang dengan harta (yang lain ) untuk 
kepemilikannya”. 
c. Menurut Ibnu Qudamah, jual beli adalah: 
 
 يُ ببَدَ نَتُ ْانًبَِل ببِ اْنًبَلِ  َتْملِْيكً ا َوَتَملُّكً ا 
Artinya: “Pertukaran harta dengan harta (yang lain) untuk saling 
menjadikan milik”.  
d. Menurut Ulama Malikiyah:  
       Jual beli menurut ulama Malikiyah ada dua macam jual beli 
yang bersifat umum dan jual beli yang bersifat khusus. 
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1) Jual beli dalam arti umum ialah suatu perikatan tukar-menukar 
sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan perikatan 
adalah akad yang mengikat dua belah pihak. Tukar-menukar 
yaitu salah satu pihak menyerahkan ganti penukaran atas 
sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lain. Dan sesuatu yang 
bukan manfaat ialah bahwa benda yang ditukarkan adalah dzat 
(berbentuk), ia berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan 
manfaatnya atau bukan hasilnya. 
2) Jual beli dalam arti khusus ialah ikatan tukar menukar sesuatu 
yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang 
mempunyai daya tarik, penukarannya bukan emas dan bukan 
pula perak, bedanya dapat direalisir dan ada seketika (tidak 
ditangguhkan), tidak merupakan utang baik barang itu ada 
dihadapan si pembeli maupun tidak, barang yang sudah 
diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.
52
 
       Berdasarkan pengertian di atas dapatlah disimpulkan bahwa jual 
beli adalah suatu perjanjian tukar- menukar barang atau barang dengan 
uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang 
lain atas dasar saling merelakan sesuai dengan ketentuan yang 
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b. Dasar Hukum Jual Beli 
       Jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama umat 
manusia yang mempunyai landasan yang kuat dalam Al-Qur‟an dan 
Sunnah Rasullulah saw.
54
 Hukum asal dari jual beli adalah mubah 
(boleh) mengatur perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhannya, 
yaitu kegiatan bisnis yang membawa kemaslahatan berdasarkan hal itu, 
Islam telah menawarkan beberapa aturan dasar dalam transaksi, 
perjanjian, atau mencari kekayaan.
55
 Jual beli disyariatkan berdasarkan 
Al-Qur‟an, Sunnah, dan Ijma‟. 
a) Al-Qur‟an 
 Al-Qur‟an adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi 
Muhammad saw. Dalam bahasa arab yang diberikan kepada generasi 
sesudahnya secara mutawatir, membacanya merupakan ibadah, tertulis 
dalam mashab, dimulai dari surat Al-Fatihah dan ditutup dengan surat 
An-Nas.
56
 Imam As-Syafi‟i sebagaimana para ulama lainnya 
menetapkan bahwa Al-Qur‟an merupakan sumber hukum Islam yang 
paling pokok. Terdapat sejumlah ayat Al-Qur‟an yang berbicara tentang 
jual beli, diantaranya dalam surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi:
57
 
               
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Artinya: Padahal Allah telah menghalkan jual beli dan 




 Ayat diatas secara umum tapi tegas memberikan gambaran tentang 
hukum kehalalan jual beli dan keharaman riba. Allah swt, tegas-tegas 
menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba. Meskipun keduanya 
(jual beli maupun riba) sama-sama mecari keuntungan ekonomi namun 
terdapat perbedaan yang mendasar dan signifikan terutama dari sudut 
pandang cara memperoleh keuntungan disamping tanggung jawab 
risiko kerugian yang memungkinkan timbul dari usaha ekonomi itu 
sendiri.
59
 Dalam surat Al-Baqarah ayat 198 berbunyi: 
                     
 
Artinya: Bukanlah suatu dosa bagimu mencari karunia dari tuhanmu. 
(Q.S. Al-Baqarah ayat 198).
60
 
 Allah swt juga telah menegaskan dalam surat An-Nisa‟ ayat 29 
yang berbunyi: 
                      
               
Artinya: “Wahai orang-orang yangberiman! janganlah kamu 
memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), 
kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama 
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Departemen Agama RI, Al-Qur‟an Tajwid dan Terjemah...., h. 31. 




       Isi kandungan ayat diatas menekankan keharusan 
menghindarkan peraturan-peraturan yang ditetapkan dan tidak  
melakukan apa yang diistilahkan dengan (انببطم) al-batil, yakni 
pelanggaran terhadap ketentuan agama atau persyaratan yang 
disepakati. Ayat tersebut juga menekankan adanya kerelaan kedua 
belah pihak atau yang diistilahkan dengan ( اض يُكىػٍ تر )„an 
taradhin minkum. Walaupun kerelaan adalah sesuatu yang 
tersembunyi dilubuk hati, Indikator dan tanda-tandanya dapat 
terlihat Ijab-qabul, atau apa saja yang dikenal dengan adat 
kebiasaan sebagai serah terima adalah bentuk-bentuk yang 
digunakan hukum untuk menunjukkan kerelaan.
62
   
b) Sunnah  
     Sunnah sering disamakan dengan hadis, artinya semua 
perkataan, perbuatan dan taqrir yang didasarkan kepada Nabi saw. 
Sunnah merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Qur‟an.
63
 
Dasar Hukum jual beli dalam sunnah Rasulullah saw. Di antaranya 
adalah hadis Rifa‟ah dan ibn Rafi‟ bahwa: 
ُسئِمَ  النَِّبيَّ َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلَّمَ  َأيُّ اْلَكْسِب َأطَْيُب ؟ َقاَل : َعَمُل الرَُّجِل بَِيِدِه وَُكلُّ 
ُرور   ،)رواِ انبزاروصححّ انحبكى(   بَ ْيع   َمب ْ
 Artinya: “Rasulullah saw. Ditanya salah seorang sahabat 
mengenai pekerjaan (profesi) apa yang paling baik, Rasulullah 
saw Ketika itu menjawab: usaha tangan manusia sendiri dan 
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       Ijma‟ diartikan kesepakatan (al-ittifaq) terhadap sesuatu. Secara 
terminologi, ijma‟ adalah kesepakatan semua mujtahid dari ijma‟ 
umat Muhamad saw. Dalam suatu masa setelah beliau wafat 
terhadap hukum syara‟.
64
 Ijma‟ merupakan sumber hukum Islam 
yang ketiga setelah Al-Qur‟an dan sunnah. Umat sepakat jual beli 
dan penekunannya sudah berlaku (dibenarkan sejak zaman 




بَبَحتُ إاِلَّ بَِذنِْيمٍ  َؼبَيالَثِ  اْنِحمُّ َواْْلِ ًُ ُرْوِط فِي اْن  ْاألَْصُم فِي انشُّ
Artinya: “Hukum dasar dalam bidang muamalah adalah 
kebolehan (ibahah) sampai ada dalil yang melarangnya”. 
 
 Itu artinya mengenai dasar hukum jual beli dalam ijma, ulama 
telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa 
manusia tidak akaan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa 
bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik 




c. Rukun dan Syarat Jual Beli 
 Jual beli yang sesuai dengan syariat Islam harus memenuhi rukun 
dan syarat dari jual beli sementara rukun dan syarat adalah sesuatu 
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yang harus dipenuhi agar jual beli itu dipandang sah. Karena jual beli 
merupakan suatu akad, maka harus dipenuhi rukun dan syaratnya. 
a. Rukun Jual Beli 
 Dalam menetapkan rukun jual beli, diantara para ulama 
terjadi perbedaan pendapat, menurut Mazhab Hanafi rukun jual 
beli hanya ijab dan kabul saja menurut mereka, yang menjadi 
rukun dalam jual beli hanyalah kerelaan itu berhubungan dengan 
hati yang sering tidak kelihatan, maka diperlukan indikator 
(qarinah) yang menunjukan kerelaan tersebut dari kedua belah 
pihak, dan dalam bentuk perbuatan, yaitu saling memberi 
(penyerahan barang dan penerimaan uang). 
 Menurut Jumhur Ulama rukun jual beli ada empat, yaitu:
68
 
(1) Orang yang berakad (penjual dan pembeli) 
 Penjual, yaitu pemilik harta yang menjual barangnya, atau 
orang yang diberi kuasa untuk menjual harta orang lain 
Pembeli, yaitu orang yang cakap yang dapat membelanjakan 
hartanya. 
(2) Shighat (ijab dan qabul) 
 Shighat (ijab dan qabul) yaitu persetujuan antara pihak 
penjual dan pihak pembeli untuk melakukan transaksi jual beli, 
dimana pihak membeli menyerahkan uang dan pihak penjual 
                                                             




menyerahkan barang (serah terima), baik transaksi 
menyerahkan barang lisan maupun tulisan.
69
 
(3) Ada barang yang di beli 
 Untuk menjadi sahnya jual beli  harus ada ma‟qud alaih 
yaitu barang yang menjadi objek jual beli atau yang menjadi 
sebab terjadinya perjanjian jual beli.
70
  
(4) Ada tukar pengganti barang 
 Nilai tukar pengganti barang yaitu sesuatu yang memenuhi 
tiga syarat: bisa menyimpan nilai (store of value), bisa menilai 
atau menghargakan suatu barang (unit of account), dan bisa 
dijadikan alat tukar (medium of exchage).
71
 
b. Syarat jual beli  
 Menurut Jumhur Ulama, bahwa syarat jual beli sesuai 
dengan rukun jual beli yang disebutkan diatas adalah sebagai 
berikut: 
1) Syarat orang yang berakad  
 Ulama fikih sepakat, bahwa orang yang melakukan akad 
jual beli harus memenuhi syarat: 
a) Baligh dan berakal. Dengan demikian, jual beli yang 
dilakukan anak kecil yang belum berakal hukumnya tidak 
sah. Jumhur ulama berpendapat, bahwa orang yang 
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melakukan akad jual beli itu harus telah baligh dan 
berakal.
72
 Baligh menurut hukum Islam (fiqih) dikatakan 
Baligh (dewasa apabila telah berusia 15 tahun bagi laki-laki 
dan telah datang bulan (haid) bagi anak perempuan). Oleh 
karena itu transaksi jual beli yang dilakukan anak kecil 
adalah tidak sah, tetapi ia belum dewasa (belum mencapai 
usia 15 tahun dan belum bermimpi atau belum haid), 
menurut sebagian ulama bahwa anak tersebut 
diperbolehkan untuk melakukan perbuatan jual beli, 
khususnya untuk barang-barang kecil dan tidak bernilai.
73
 
b) kehendak sendiri (bukan paksaan), maksudnya bahwa 
dalam melakukan transaksi jual beli salah satu pihak tidak 
melakukan suatu tekanan atau paksaan kepada pihak lain, 
sehingga pihak lain pun melakukan transaksi jual beli 
bukan karena paksaan. Oleh karena itu jual beli yang 
dilakukan bukan atas dasar kehendak sendiri adalah tidak 
sah.
74
   
c) Orang yang melakukan akad itu, adalah orang yang 
berbeda, maksudnya, seseorang tidak dapat bertindak 
sebagai pembeli dan penjual dalam waktu bersamaan.
75
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d) Keduanya tidak mubazir, maksudnya bahwa para pihak 
yang mengikatkan  diri dalam transaksi jual beli bukanlah 
orang- orang yang boros, sebab orang yang boros menurut 
hukum dikatakan sebagai orang yang tidak cakap bertindak, 
artinya ia tidak dapat melakukan sendiri sesuatu perbuatan 




8) Syarat yang terkait dengan ijab dan qabul. 
  Ulama fikih sepakat menyatakan bahwa urusan utama 
dalam jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan ini 
dapat terlihat saat akad berlangsung. Ijab qabul harus diucapkan 
secara jelas dalam transaksi yang bersifat mengikat kedua belah 
pihak, seperti akad jual beli dan sewa menyewa.
77
 Ulama fikih 
menyatakan bahwa syarat ijab qabul itu adalah sebagai berikut: 
a) Orang yang mengucapkannya telah baligh dan berakal 
(pendapat Jumhur Ulama) atau telah berakal (pendapat Ulama 
Mazhab Hanafi) sesuai dengan perbedaan mereka dalam 
menentukan syarat-syarat seperti telah dikemukakan diatas. 
b) qabul sesuai dengan ijab, contohnya “saya menjual mobil ini 
dengan harga empat puluh juta, lalu pembeli menjawab  saya 
beli dengan harga empat puluh juta". 
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c) Ijab dan qabul dilakukan dalam satu majelis maksudnya kedua 
belah pihak yang melakukan akad jual beli hadir dan 
membicarakan masalah yang sama.
78
 




9) Syarat yang diperjualbelikan, adalah sebagai berikut: 
a) Barang itu ada, atau tidak ada ditempat tetapi pihak penjual 
menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu. 
Umpamanya barang itu ada pada sebuah toko atau masih 
dipabrik dan yang lainnya disimpan digudang sebab ada 
kalanya tidak semua barang yang dijual berada di toko atau 
belum dikirim dari pabrik. 
b) Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia, oleh sebab 
itu, bangkai, khamar dan benda-benda haram lainnya, tidak sah 
menjadi objek jual beli, karena benda-benda tersebut tidak 
bermanfaat bagi manusia dalam pandangan syara. 
c) Milik seseorang barang yang sifatnya belum dimiliki 
seseorang, tidak boleh diperjualbelikan, seperti memperjual 
belikan ikan laut, emas dalam tanah karena ikan dan emas itu 
belum dimiliki penjual. 
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d) Dapat diserahkan pada saat akad berlangsung atau pada waktu 
yang telah disepakati bersama ketika akad berlangsung.
80
 
10) Syarat nilai tukar harga barang 
       Nilai tukar barang adalah termasuk unsur yang terpenting 
zaman sekarang disebut uang, berkaitan dengan nilai tukar ini, 
ulama fikih membedakan antara as-tsanm dan as-Si‟r. Menurut 
mereka as-tsanm adalah harga pasar berlaku di tengah- tengah 
masyarakat, sedangkan as-Si‟r adalah modal kepada konsumen 
dengan demikian ada dua harga yaitu harga antara sesama pedagang 
dan harga antara pedagang dan konsumen (harga jual pasar). Harga 
yang dipermaiakan para pedagang adalah as-tsanm, bukan harg as-
Si‟r. Ulama fikih mengemukakan syarat  as-tsamn sebagai berikut: 
a) Harga yang disepakti kedua belah pihak harus jelas  jumlahnya. 
b) Dapat diserahkan pada saat waktu akad (transaksi), sekali pun 
secara hukum  seperti pembayaran dengan cek atau kartu 
kredit, apabila barang itu dibayar kemudian (berutang) maka 
waktu pembayaranya pun harus jelas waktunya. 
c) Apabila jual beli itu dilakukan secara barter maka barang yang 
dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan syara‟ 
seperti babi dan khamar, karena kedua jenis benda itu tidak 
bernilai dalam pandang syara‟.
81
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d. Macam- Macam Jual Beli 
 Dalam macam atau bentuk jual beli terdapat beberapa klasifikasi, 
antara lain: 
a) Ditinjau dari segi hukumnya: 
       Jual beli yang diperbolehkan suatu jual beli yang dikatakan 
sebagai jual beli yang shahih apabila jual beli itu diisyaratkan, 
memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan, bukan milik orang 
lain, dan tidak tergantung pada khiyar lagi, misalnya, seseorang 
membeli sebuah kendaraan roda empat itu telah diperiksa oleh 
penbeli dan tidak ada cacat, tidak ada yang rusak, tidak terjadi 
manipulasi harga dan harga itu pun telah diserahkan, serta tidak 
ada lagi hak khiyar dalam jual beli itu, jual beli seperti ini hukunya 
shahih dan mengikat kedua belah pihak.
82
 
b. Ditinjau dari segi objek jual beli: 
a) Jual beli benda yang kelihatan  
 Pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang 
yang diperjualbelikan ada didepan penjual dan pembeli. 
b) Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji 
 Menurut kebiasaan para pedagang salam adalah jual beli 
yang tidak tunai (kontan), salam pada awalnya berarti 
meminjamkan barang atau sesuatu yang seimbang dengan harga 
tertentu, maksudnya ialah perjanjian yang penyerahan barang-
                                                             




barangnya ditangguhkan hingga masa tertentu, sebagai imbalan  
harga yang telah ditetapkan ketika akad. 
c) Jual beli benda yang tidak ada 
 Jual beli yang dilarang oleh agama Islam karena barangnya 
tidak tentu atau masih gelap sehingga di khawatirkan barang 
tersebut  diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya 
dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak.
83
 
c. Ditinjau dari segi pelaku jual beli: 
(1) Jual beli yang dilakukan dengan lisan 
 Akad yang akan digunakan oleh kebanyakan orang. Bagi 
orang bisu diganti dengan isyarat karena isyarat merupakan 
pembawaan alami dalam menampakan kehendak. Hal yang 
dipandang dalam akad adalah maksud atau kehendak dan 
pengertian, bukan pembicaraan dan pertanyaan. 
(2) Jual beli melalui perantara 
 Penyampaian akad jual beli melalui utusan, perantara, 
tulisan atau surat-menyurat sama halnya dengan ijab qabul 
dengan ucapan misalnya via pos dan giro. 
(3) Jual beli dengan perbuatan 
 Mengambil dan memberikan barang tanpa ijab dan kabul, 
seperti seseorang mengambil rokok yang sudah bertuliskan 
                                                             




label harganya, dibandrol oleh penjual dan kemudian diberikan 
uang pembayarannya kepada penjual.
84
 
e. Jual beli Yang dilarang. 
a) Jual beli yang dilarang karena pelakunya: 
(1) Jual beli orang gila  
 Maksudnya bahwa jual beli yang dilakukan orang yang gila 
tidak sah, begitu juga jual beli orang yang sedang mabuk juga 
dianggap tidak sah, sebab ia dipandang tidak berakal 
(2) Jual beli anak kecil 
 Maksudnya jual beli yang dilakukan anak kecil (belum 
mumayyiz) dipandang tidak sah, kecuali dalam perkara-perkara 
yang ringan. 
(3) Jual beli orang buta 
 Jumhur Ulama sepakat bahwa jual beli yang dilakukan pada 
orang buata tanpa diterangkan sifatnya dipandang tidak sah, 
karena ia di anggap tidak bisa mebedakan barang jelek dan 
yang baik, bahkan menurut ulama Syafi‟iyah walaupun 
diterangkan sifatnya tetap dipandang tidak sah. 
(4) Jual beli fudhlul. 
 Yaitu beli milik orang lain tanpa seizin pemiliknya, oleh 
karena itu menurut para ulama jual beli yang demikian di 
pandang tidak sah, sebab dianggap mengambil hak orang lain. 
                                                             




(5) Jual beli orang yang terhalang (sakit, bodoh atau pembohong). 
Maksundnya jual beli yang dilakukan oleh orang-orang yang 
terhalang baik karena ia sakit maupun kebodohannya 
dipandang tidak sah, sebab ia di anggap tidak punya 
kepandaian dan ucapannya dipandang tidak dapat dipegang. 
(6) Jual beli malja‟ 
 Yaitu jual beli yang dilakukan oleh orang yang sedang 
dalam bahaya, jual beli yang demikian menurut kebanyakan 
ulama tidak sah, karena dipandang tidak normal sebaimana 
yang terjadi pada umumnya.
85
 
b) Jual beli yang dilarang karena objeknya: 
(1) Jual beli gharar  
 Yaitu jual beli barang yang mengandung kesamaran. Jual 
beli yang demikian tidak sah, seperti mebelil ikan di dalam air. 
(2) Jual beli barang yang tidak dapat diserahkan 
 Maksudnya bahwa jual beli barang yang tidak dapat 
diserahkan seperti burung yang ada di udara dan ikan yang ada 
di air dipandang tidak sah, karena jual beli seperti ini dianggap 
tidak ada kejelasan yang pasti. 
(3) Jual beli majhul 
 Yaitu jual beli barang yang tidak jelas, misalnya jual beli 
singkong yang masih ditanah, jual beli buah-buahan yang baru 
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berbentuk bunga, dan lain-lain, jual beli seperti ini menurut 
jumhur ulama tidak sah karena akan mendatangkan 
pertentangan di antara manusia. 
(4) Jual beli sperma binatang  
 Maksudnya bahwa yang jual beli sperma (mani) binatang 
seperti mengawinkan seekor sapi betina agar mendapat 
keturunan yang baik adalah haram. 
(5) Jual beli barang yang dihukumkan najis oleh agama 
 Maksudnya bahwa jual beli barang-barang yang sudah jelas 
hukumnya oleh agama seperti arak, babi, bangkai dan berhala 
adalah haram. 
(6) Jual beli anak binatang yang masih berada dalam perut 
induknya 
 Jual beli yang demikian adalah haram, sebab barangnya 
belum ada dan belum tampak jelas, hal ini sebagaimana sabda 
Nabi: 
 ٍْ رَ َػ ًَ ٍِ ُػ ِّ َوَسهَىَ  هًََ :ََ  قَبَلَ اِْب ٍْ بَْيغِ َحبََم اْنَحبَهَِت  َرُسؤُل هللاُ َػهَْي ص .و . َػ
)رواِ انبخبري ويسهى وانتر يزي(
86
 
 Artinya: “Dari IbnuUmar r.a., ia berkata:Nabi SAW, 
 melarang menjual binatang yang sekarang sedang di 
 kandung”(HR. Bukhari, dan Muslim, dan At-Tarmizi). 
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(7) Jual beli muzabanah 
 Yaitu jual beli buah yang basah dengan yang kering, 
misalnya jual beli padi kering dengan bayaran padi yang basah, 
sedangkan ukurannya sama, sehingga akan merugikan pemilik 
padi kering oleh karena itu jual beli ini dilarang. 
(8) Jual beli muhaqalla 
 Adalah jual beli tanam-tanaman yang masih diladang atau 
di sawah, Jual beli seperti ini dilarang oleh agama karena 
mengandung unsur riba didalamnya (untung-untungan). 
(9) Jual beli mukhadharah 
 Yaitu jual beli buah- buahan yang belum pantas untuk 
dipanen, misalnya rambutan yang masih hijau, mangga yang 
masih kecil dan lain sebagainya, jual beli seperti ini  dilarang 
oleh agama, sebab barang tersebut masih samar (belum jelas), 
dalam artian bisa saja buah tersebut jatuh (rontok) tertiup angin 
sebelum dipanen oleh pembeli, sehingga menimbulkan 
kekecewaan salah satu pihak. 
(10) Jual beli mulammasah 
 Yaitu jual beli secara sentuh menyentuh, misalnya 
seseorang menyentuh  sehelai kain dengan tangan atau kaki 
(memakai), maka berarti ia di anggap telah membeli kain itu, 




tipuan (akal-akalan) dan kemungkinan dapat menimbulkan 
kerugian pada salah satu pihak. 
(11) Jual beli munabadzah 
 Yaitu jual beli secara lempar-melempar, misalnya 
seseorang berkata: lemparkanlah kepadaku apa yang ada 
padamu, nanti kulemparkan pula kepadamu apa yang ada 
padaku, setelah terjadi lempar-melempar, maka terjadilah jual 
beli. Jual beli seperti ini juga dilarang oleh agama, karena 
mengandung tipuan dan dapat merugikan salah satu pihak.  
c) Jual beli yang dilarang karena ijab qabulnya: 
(1) Jual beli mu‟athah  
 Yaitu jual beli yang telah disepakati oleh pihak (penjual 
dan pembeli) berkenaan dengan barang maupun harganya 
tetapi tidak memakai ijab dan kabul, jual beli seperti ini 
dipandang tidak sah, karena tidak memenuhi syarat dan rukun 
jual beli. 
(2) Jual beli tidak bersesuaian antara ijab dan qabul  
 Maksudnya bahwa jual beli yang terjadi tidak sesuai antara 
ijab dari pihak penjual dengan qabul dari pihak pembeli, maka 
dipandang tidak sah, karena ada kemungkinan untuk 






(3) Jual beli munjiz 
 Yaitu jual beli yang di gantungkan dengan syarat tertentu 
atau ditangguhkan pada waktu yang akan datang. Jual beli 
seperti ini dipandang tidak sah karena di anggap bertentangan 
dengan syarat dan rukun jual beli. 
(4) Jual beli najasyi 
 Yaitu jual beli yang dilakukan dengan cara menambah atau 
melebihi harga temannya dengan maksud mempengaruhi orang 
agar orang itu mau membeli barang kawannya. Jual beli seperti 
ini dipandang tidak sah karena dapat menimbulkan 
keterpaksaan (bukan kehendak sendiri). 
(5) Menjual diatas penjualan orang lain 
 Maksudnya bahwa menjual barang kepada orang lain 
dengan cara menurunkan harga, sehingga orang itu mau 
membeli barang nya. Contohnya seseorang berkata: 
kembalikan saja barang itu kepada penjualnya, nanti barangku 
saja kamu beli dengan harga yang lebih murah dari barang itu. 
Jual beli seperti ini dilarang agama karena dapat menimbulkan 
perselisihan (persaingan) tidak sehat di antara penjual 
(pedagang). 
(6) Jual beli dibawah harga pasar 
 Maksudnya bahwa jual beli yang dilaksanakan dengan cara 




semurah-murahnya sebelum tahu harga pasar, kemudian ia jual 
dengan setinggi-tingginya. Jual beli seperti ini dipandang 
kurang baik (dilarang) karena dapat merugikan pihak pemilik 
barang (petani) atau orang-orang desa. 
(7) Menawar barang yang sedang ditawar orang lain 
 Contohnya seseorang berkata: jangan terima tawaran orang 
itu nanti aku akan membeli dengan harga yang lebih tinggi, jual 
beli seperti ini juga dilarang agama sebab dapat menimbulkan 




B. Tinjaun Pustaka 
 Dalam tinjauan pustaka ini, peneliti mendeskripsikan beberapa penelitian 
yang telah dilakukan terdahulu, yang ada relevansinya dengan judul skripsi 
ini, yaitu: 
1. Penelitian Ahmad Afifudin (2015) yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam 
Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas Impor Presfektif Undang-Undang RI 
No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus di Toko 
Rama Desa Jambi Arum Kecamatan Jambi Arum Kabupaten Kendal)”. Hasil 
penelitian menunjukan: Jual beli pakaian bekas impor di Toko Rama Desa 
Jambi Arum Kecamatan Jambi Arum Kabupaten Kendal, tidak ditemukan 
adanya dampak yang merugikan konsumen dilihat dari segi kesehatan, hal 
ini didasarkan kepada hasil laboratorium yang diteliti atas sampel yang 





diambil dari Toko Rama tersebut dan hasilnya Negatif atau tidak 
mengandung Bakteri Staphylococcus aureus dimana bakteri tersebut dapat 
menyebabkan bisul, jerawat, dan infeksi luka pada kulit manusia, dengan 
demikian pakaian-pakaian bekas impor yang diperjual belikan di Toko 
Rama adalah aman dari segi kesehatan untuk digunakan. Jual beli pakaian 
bekas impor di Toko Rama Desa Jambi Arum Kecamatan Jambi Arum 
Kabupaten Kendal ditinjau dari dua sisi yakni: menurut Undang-Undang 
Perlindungan Konsumen bahwasanya, dari hasil penelitian yang telah 
dilakukan terhadap sampel yang diambil dan diteliti di Pemerintah 
Provinsi Jawa Tengah Dinas Kesehatan Balai Laboratorium Kesehatan 
Semarang, dari hasil penelitian tersebut dinyatakan bahwa pakaian bekas 
yang berada di 77 Toko Rama Negatif atau tidak terdeteksi adanya bakteri 
yang seperti penulis teliti yakni bakteri Staphylococcus aureus, maka dari 
itu dapat diambil kesimpulan apabila ditinjau dari segi Undang-Undang 
Perlindungan Konsumen bahwa transaksi yang dilaksanakan di Toko 
Rama Kendal sudah memenuhi ketentuan Undang-undang Perlindungan 
Konsumen yakni pasal 2 yang kaitannya dengan: Perlindungan konsumen 
beradaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan 
konsumen, serta kepastian hokum. Dan tidak melanggar pasal 8 ayat (2) 
dijelaskan bahwa: Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan 
farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan 
atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.
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2. Penelitian  Dwie Arief Setiawan (2018) yang berjudul “Tinjauan Hukum 
Islam Terhadap Jual Beli Ban Bekas (Studi di Desa Kabunan Kecamatan 
Dukuh Waru Kabupaten Tegal). Hasil penelitian menunjukan:  
Perdagangan ban bekas yang berada di Desa Kabunan Kecamatan Dukuh 
waru Kabupaten Tegal menjadi sektor perdagangan unggulan di daerah 
tersebut. Hal ini mempunyai peran yang sangat penting dalam laju 
perekonomian pada warga dan masyarakat sekitar. Mata pencaharian di 
Desa Kabunan selain perdagangan ban bekas masyarakat disana juga 
menjadi pengolah kerajinan bahan baku dari Ban bekas tersebut, seperti 
kerajinan tempat duduk dari karet ban, asbak, kampas rem, meja, sandal 
dan lain sebagainya. Sehingga banyak dikalangan masyarakat kota tegal 
dan daerah sekitar yang datang ingin membeli kerajinan yang terbuat dari 
ban bekas. Pada praktiknya yang terjadi pada jual beli ban bekas di Desa 
Kabunan Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal mempunyai 
kejanggalan dalam hal objek barang yang dijualbelikan. Misalnya ketika 
kita ingin membeli ban bekas dengan perjanjian barang yang kita beli 
masih dalam kondisi dan kualitas yang baik tanpa ada kecacatan, tetapi 
dalam praktiknya kita sebagai pembeli tidak mempunyai kesempatan 
                                                                                                                                                                      
Presfektif Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus di 
Toko Rama Desa Jambi Arum Kecamatan Jambi Arum Kabupaten Kendal)”. ( Skripsi Program 




untuk mencoba terlebih dahulu dan penjual tidak menyebutkan secara jelas 
dan terbuka kepada pembeli mengenai ban bekas.
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3. Penelitian Istiana (2015) yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap 
Jual Beli Pakaian Bekas di Pasar Beringharjo Yogyakarta”. Hasil 
penelitian menunjukan: Sistem jual beli Pakai bekas di Pasar Beringharjo 
terdapat dua model yaitu eceran dan borongan Perplastik. Dalam sistem 
jual beli pakaian bekas dengan model eceran para pembeli mendatangi 
kios pakaian bekas yang mereka inginkan kemudian mereka menanyakan 
kepada penjual tentang pakaian yang diinginkannya, penjual akan 
mengizinkan pembeli untuk melihat-lihat terlebih dahulu pakaian bekas 
yang dijlnya, setelah mendapatkan pakaian yang dipilihnya barulah terjadi 
tawar menawar harga hingga tercapai kesepakatan bersama. Untuk sistem 
jual beli pakaian bekas denngan model borongan perplastik, pedagang 
menjual perplastiknya dengan gharga Rp. 8.000,- (Delapan Ribu Rupiah) 
sampai dengan Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah). Namun berbeda Jauh 
Dengan model eceran disini para konsumen tidak diberikan kesempatan 
untuk memilih, semua pakaian yang ada dalam plastik sudah ditentukan 
sendiri oleh para pedagangnya baik jumlah dan model pakaiannya, adanya 
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Dwie Arief Setiawan, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ban Bekas (Studi di 
Desa Kabunan Kecamatan Dukuh Waru Kabupaten Tegal)”. (Skripsi Program Sarjana Hukum 




ketidaktransparan dan ketidak pastian kualitas serta kuantitas objek jual 
beli oleh pedagang kepada konsumen.
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 Meskipun pada dasarnya judul-judul skripsi diatas memiliki 
permasalahan yang hampir sama, namun substansi penelitian yang 
diajukan berbeda. Pada judul skripsi ini peneliti mencoba mencari 
pandangan hukum Islam terhadap jual beli barang retur dilihat dari aspek 
manfaat objek jual beli barang retur pada brand Tomkins. 
 Selain itu objek penelitian skripsi ini juga berbeda dengan 
relevansi diatas, skripsi ini berfokus pada jual beli barang retur oleh 
karyawan di Brand Tomkins Ramayana Prime, dalam pelaksanaan 
akadnya memiliki banyak perbedaan dengan relevansi diatas tersebut. 
 Berdasarkan pemaparan di atas, maka dapat diketahui bahwa judul 
skripsi yang diajukan oleh penulis memiliki substansi yang berbeda 
dengan karya-karya ilmiah yang telah ada. Oleh karena itu permasalahan 
tentang jual beli barang retur oleh karyawan di brand Tomkins Ramayana 
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